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Abstract: Application of Obligatory Wills for the non-Muslim Heirs (Study Case No.16K/AG/2010).
The basic consideration for the Supreme Court for giving the obligatory wills to the non-muslim heirs
is based on case No. 16K / AG / 2010 are based on the principles of justice, where husband and wife
have long been fostering harmony and peace within a family; Relevance of obligatory wills against the
contemporary reality is very relevant for the creation of peace-oriented to the benefit, which means
that the enforced of obligatory wills for the non-Muslim heirs will give a bit of space in the fulfillment
of their rights that are blocked according to Islamic law. This means that the discovery of the law by
judges more oriented to justice and legal values in society, so that the jurisprudence of the Supreme
Court to be a barometer on the court and appeal in the provision of obligatory wills for non-Muslim
heirs. It is expected that the government to create legislation for obligatory wills more comprehensive
as necessary in answering the demands of the times, especially for non-Muslim heirs.
Keywords: Obligatory Wills, Heirs, Non Muslim
Abstrak: Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara
No.16K/AG/2010). Dasar pertimbangan Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah terhadap ahli
waris  non muslim berdasarkan perkara No. 16K/AG/2010 adalah berdasarkan asas keadilan, dimana
suami istri telah lama rukun dan damai dalam membina suatu keluarga; Relevansi wasiat wajibah
terhadap realitas kontemporer adalah sangat relevan demi terciptanya kedamaian yang berorientasi
kepada kemaslahatan, artinya dengan diberlakukan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim
akan memberi sedikit ruang dalam pemenuhan hak-haknya yang terhalang menurut hukum Islam dan
KHI. Hal ini berarti bahwa seharusnya penemuan hukum oleh hakim lebih beorientasi pada keadilan
dan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi
barometer pada pengadilan tingkat pertama dan banding dalam pemberian wasiat wajibah bagi ahli
waris non muslim. Sehingga diharapkan kepada pemerintah segera membuat UU yang mengatur
tentang wasiat wajibah yang lebih komprehensif sebagai kebutuhan dalam menjawab tuntutan
perkembangan zaman terutama bagi ahli waris non muslim.
Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Ahli Waris, Non Muslim
Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan
dunia yang semakin modern  ditandai
dengan tatanan kehidupan bersama yang
saling menyatu dan terkait satu dengan
yang lainnya, menuntut adanya adaptasi
dan chois of law, termasuk di dalamnya
adalah pemberian wasiat wajibah kepada
kepada non muslim.
Pemberian wasiat di dalam hukum
Islam merupakan hubungan dalam akad
sepihak  atau ghairu mu’awadlah. Akad
sepihak ini bila terjadi antara sesama
muslim tidak akan menjadi masalah karena
hukum yang akan digunakan adalah syariat
Islam namun persoalan menjadi lain katika
pemberian wasiat dilakukan antar muslim
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dan non muslim seperti yang terjadi dalam
perkawinan non muslim.
Pemberian wasiat kepada non
muslim sebenarnya sejak zaman dahulu
sudah ada. Pada saat itu, terjadi pro dan
kontra masalah pemberian wasiat kepada
non muslim yaitu pada zaman setelah
meninggalnya Nabi Muhammad SAW.,
yaitu kasus Shafiyah binti Huyai (janda
Nabi), istri kedelapan Nabi Muhammad
yang meninggal dunia pada tahun
52/672H, meninggalkan warisan senilai
100.000 dirham. Shafiyah  sebelum
menikah adalah seorang Yahudi yang
kemudian memeluk Islam, sehingga tidak
mungkin bagi kerabatnya yang masih
memeluk Yahudi untuk mewarisi harta
warisannya. Untuk menghindari halangan
tersebut beliau mewasiatkan 1/3
warisannya kepada keponakan laki-lakinya
yang beragama Yahudi. Ketika beberapa
tokoh pada masa itu menolak untuk
menghormati isi wasiat itu. Aisyah, istri
nabi lainnya memperingatkan kepeda
mereka dengan berkata, “Takutlah kalian
pada Allah dan berikan hak wasiatnya
(keponakan Shafiyah). Pada akhirnya para
tokoh tersebut menerima dan memberikan
hak keponakan Shafiyah binti Huyai
tersebut.
Oleh karena itu, dalam hubungan
dengan penemuan hukum oleh hakim maka
seyogyanya harus sesuai dengan nilai-nilai
hukum dalam masyarakat sebagaimana
dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat”1.
Salah satu kasus yang pernah
terjadi yaitu di Pengadilan Agama
Yogyakarta yaitu perkara antara Nyonya
Jazilah melawan Nyonya Subandiyah dan
saudara-saudaranya. Objek dari sengketa
warisan ini adalah sebidang tanah SHM
No. 924 atas nama Martadi Hidrolesono
dengan luas 1.319 M2 terletak di Jalan
Prawirotaman MG. putusan PA No.
83/Pdt.G/1997/PA.Yk dan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama No.
07/Pdt.G/1998/PTA.YK serta putusan
Mahkamah Agung No. 51.K/AG/1999
yang memberikan putusan akhir yaitu
dengan memberikan bagian dari harta
warisan dengan wasiat wajibah terhadap
ahli waris non muslim. Putusan tersebut
berbeda dengan maksud dan tujuan
diadakannya lembaga wasiat wajibah
dalam Kompilasi Hukum Islam.
Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam
1. Wasiat Menurut Hukum Islam
Pengertian wasiat adalah perintah
untuk melakukan sesuatu setelah
meninggal dunia, meliputi penyerahan
1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
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amanah dan sumbangan kebaikan,
menikahkan anak, memandikan mayit dan
menyalatkannya, membagi-bagikan
sepertiga (dari warisan), dan lain-lain2.
Wasiat adalah berpesan tentang
sesuatu kebaikan yang akan dijalankan
sesudah orang meninggal dunia3, Istilah
wasiat sendiri berarti menyampaikan,
dengan kata lain bahwa suatu ketika harta
yang diberikan oleh pemiliknya kepada
orang lain ketika si pemberi meninggal
dunia.
Kata wasiat (washiyah) diambil
dari kata washshaitu asy-syaia, uushiihi,
artinya aushaltuhu yakni aku
menyampaikan sesuatu. Dalam istilah
syara’, wasiat adalah pemberian seseorang
kepada orang lain baik berupa barang,
piutang ataupun manfaat untuk dimiliki
oleh orang yang diberi wasiat sesudah
orang yang berwasiat meninggal. Dan
sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa
wasiat adalah pemberian hak milik secara
sukarela yang dilaksanakan setelah
pemberinya meninggal dunia4.
Menurut Ahmad Rafiq secara
etimologi, para ahli hukum Islam
mengemukakan bahwa wasiat adalah
pemilikan yang didasarkan pada orang
2Shalih bin Ghanim as-Asdlan Syaikh
Muhammad Shalih al-Munajjid (Pen. Nurul
Mukhlisin), 2007, Intisari Fiqih Islami, penerbit
Pustaka La Raiba Bima Amanta, Surabaya, hlm.
175
3Sulaeman R, 1954, Fiqh Islam, Penerbit,
Attahirujah, Jakarta, hlm. 351
4Sayyid Sabiq (pen. Mudzakkir A.S), 1987,
Fikih Sunnah,  Penerbit Al-Ma’arif, Bandung, hlm.
230
yang menyatakan wasiat meninggal dunia
sejalan kebaikan tanpa menuntut imbalan
atau tabarru 5.
Sedangkan Al-Jaziri menjelaskan
bahwa para ahli hukum Islam dikalangan
mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali
memberi definisi wasiat lebih rinci lagi,
mereka mengatakan bahwa wasiat adalah
suatu transaksi yang mengharuskan orang
yang menerima wasiat berhak memiliki
sepertiga harta peninggalan orang yang
menyatakan wasiat setelah ia meninggal
dunia6.
Wasiat bukan saja dikenal dalam
hukum Islam, tetapi dikenal juga dalam
hukum perdata (BW). Wasiat dalam
hukum perdata dikenal dengan nama
testamen yang diatur dalam buku kedua
bab ketiga belas. Dalam Pasal 875 BW
dikemukakan bahwa surat wasiat
(testamen) adalah suatu akta yang memuat
pernyataan seseorang tentang apa yang
dikehendakinya setelah ia meninggal dunia
dan dapat dicabut kembali oleh orang yang
menyatakan wasiat itu7.
Menurut Eman Suparman, dalam
hukum adat, wasiat adalah pemberian yang
dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli
warisnya atau orang yang tertentu yang
5Ahmad Rafiq, 1987, Hukum Islam di
Indonesia, Manajemen, Penerbit PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hlm. 23
6Abdurrahman al-Jaziri, 1982, Al-Fiqhu Ala
Madzhibil Arba’ah, Juz IV, Darul Fikri, Beirut,
hlm. 327
7Subekti & R.Tjitrosudibio, R., 2003, KUH
Perdata (BW), Penerbit Pradnay Paramita, Jakarta,
hlm. 232
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pelaksanaannya dilakukan setelah orang
yang menyatakan wasiat itu meninggal
dunia8.
Menurut empat Imam mazhab
(Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali),
wasiat itu terkadang wajib, terkadang
sunnah, terkadang haram, terkadang
makruh dan terkadang Jaiz (boleh), hal ini
terkait dengan masalah yang diwasiatkan9.
Dasar hukum wasiat dalam hukum
kewarisan Islam, terdapat dalam Alquran
surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-














8Eman Suparman, 1991, Inti Sari Hukum
Waris, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.
93
9Fathurrahman Djamil, 1998, Wasiat, Urgensi
dan Kedudukannya dalam Islam, Artikel utama
dalam Mimbar Hukum No.38 Tahun IX 1999, Al-
Hikmah dan Ditbinbaga, Jakarta, hlm. 8
“Diwajibkan atas kamu, apabila
seseorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika
meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat untuk Ibu-Bapak dan
karib kerabatnya secara ma’ruf,
(inilah) kewajiban atas orang
bertaqwa”10.





















10 Lihat Alquran & terjemahan surat  Al-
Bakarah ayat 180
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“Hai orang-orang yang beriman,
apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang dia
akan berwasiat, maka hendaklah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua
orang yang adil di antara kamu,
atau dua orang yang berlainan
agama dengan kamu, jika kamu
dalam perjalanan di muka bumi lalu
kamu ditimpa bahaya kematian”11.
Pada masa jahiliyah, orang Arab
cenderung membagikan harta mereka
dengan wasiat tanpa undang-undang atau
adanya wasiat yang dijadikan petunjuk
oleh mereka. Mereka dapat mewasiatkan
atas nama seorang saja yang dapat
menghilangkan hak orang tua, anak-anak
dan istri-istri mereka. Pada masa itu wasiat
dijadikan sebagai kekayaan untuk
mengatur kepentingan orang kaya dan atau
anggota suku-suku yang berpengaruh12.
Menurut Sulaiman R, dalam
bukunya Fiqh Islam menyebutkan ada
empat rukun wasiat, yaitu :
a. Orang yang berwasiat disyaratkan
keadaannya bersifat mukallaf dan
berhak berbuat kebaikan serta dengan
kehendaknya sendiri.
b. Orang yang menerima wasiat
hendaknya keadaannya dengan jalan
11 Lihat Alquran & terjemahan surat
AlMaidah  ayat 106
12Abd Rahman I Doi, 1996, Syariah II :
Hudud dan Kewarisan, Penerbit PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hlm. 185
yang buka wasiat, baik kepada
kemaslahatan umum seperti membuat
masjid, sekolah atau lain-lainnya.
c. Sesuatu yang diwasiatkan disyaratkan
dengan keadaannya dapat berpindah
milik dari seseorang kepada orang
lain.
d. Lafadz atau kalimat wasiat disyaratkan
dengan kalimat yang dapat dipahami
untuk wasiat.
Pada dasarnya memberikan wasiat
merupakan tindakan iktiyariyah, yakni
suatu tindakan yang dilakukan atas
dorongan kemauan sendiri dalam
bagaimanapun13. Dengan demikian orang
bebas untuk membuat atau tidak membuat
wasiat. Dan bentuk surat wasiat dapat
dilakukan dengan cara lisan dan tertulis,
untuk yang lisan harus disaksikan dua
orang saksi sedangkan wasiat  yang ditulis
bisa dilakukan dengan akte di bawah
tangan dan akte otentik.
Pemberian wasiat kepada seseorang
atau sesuatu badan seharusnya
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
sebelum harta diwariskan itu dibagikan
kepada ahli warisnya, dalam hal ini surat
An-Nisa ayat 11 menyatakan “Pembagian
harta warisan itu dilaksanakan sesudah
dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan
sesudah dibayarkan hutangnya”.
13Rahmat Budiono A. 1999, Pembaruan
Hukum Kewarisan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, hlm. 25
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Wasiat hanya diberikan kepada
pihak-pihak yang tidak akan mendapat
bagian warisan dari padanya. Sedangkan
kepada yang menerima bagian dari harta
warisan tidak diperkenankan merima
warisan. Dalam hal ini Hadis Rasulullah
SAW menyatakan sebagai berikut :
“Sesungguhnya Allah telah
menentukan hak-hak tiap orang
yang mempunyai hak (ahli waris),
maka oleh sebab itu tidak
dibenarkan lagi berwasiat kepada
ahli waris”.
Selain wasiat yang bersangkutan
dengan harta, adapula wasiat yang
bersangkutan dengan hak kekuasaan
(tanggung jawab), yang akan dijalankan
sesudah ia meninggal dunia, seperti
member wasiat kepada orang lain supaya
menolong mendidik anaknya kelak atau
membayar utangnya atau mengembalikan
barang-barang yang dipinjamkan, sesudah
yang mewasiatkan meninggal dunia.
Kekuasaan yang diserahkan haruslah
berupa harta. Hak kekuasaan  yang tidak
berupa harta tidak sah diwasiatkan, seperti
menikahkan anak perempuannya, karena
kekuasaan wali setelah ia meninggal dunia
berpindah kepada wali yang lain menurut
susunan wali yang telah ditentukan.
Keadaan orang yang diserahi
tanggung jawab dalam wasiat mengenai
kekuasaan ini ada enam syarat, yaitu :
1. Islam, berarti orang yang akan
menjalankan wasiat  itu hendaklah
seorang Islam.
2. Keadaannya sudah balig (sampai
umur).
3. Hendaklah ia orang yang berakal.
4. Hendaklah orang merdeka (bukan
hamba sahaya).
5. Amanah (keadaannya seorang yang
dapat dipercaya).
6. Cakap untuk menjalankan
sebagaimana yang dikehendaki oleh
yang berwasiat14.
2. Wasiat menurut Kompilasi
Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171
huru (f) menjelaskan bahwa wasiat adalah
pemberian suatu benda dari pewaris
kepada orang lain atau lembaga yang akan
berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Oleh karena itu, supaya ada wasiat harus
memenuhi rukun wasiat yaitu : (1)
pewasiat, (2) penerima wasiat, (3) benda
yang diwasiatkan. Supaya seseorang dapat
menjadi pewasiat yang mewasiatkan
sebagian harta bendanya maka ada dua
syarat kumulatif, dua syarat tersebut adalah
(1) telah berumur sekurang-kurangnya 21
tahun, dan (2) berakal sehat. Di samping
itu ada syarat tambahan adalah bahwa
14 Sulaeman R, op cit, hlm.353
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wasiat tersebut harus dibuat tanpa
paksaan15.
Selain daripada itu, tidak mengatur
secara khusus mengenai penerima wasiat.
Meskipun demikian Pasal 171 (f) dapat
diketahui bahwa penerima wasiat adalah
orang dan/atau lembaga. Di samping itu,
Pasal 196 KHI juga menegaskan bahwa
dalam wasiat, baik secara tertulis maupun
secara lisan harus disebutkan dengan tegas
siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk
akan menerima harta benda yang
diwasiatkan.
Pasal 197 ayat (1), wasiat menjadi
batal apabila calon penerima wasiat
berdasarkan putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
dihukum karena :
1. Dipersalahkan telah membunuh atau
mencoba membunuh atau mengenai
berat pada pewasiat;
2. Dipersalahkan secara menfitnah telah
mengajukan pengaduan bahwa
pewasiat telah melakukan kejahatan
yang diancam hukum lima tahun atau
hukuman yang lebih berat;
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau
ancaman mencegah pewasiat untuk
membuat atau mencabut atau
mengubah wasiat untuk kepentingan
calon penerima wasiat16.
15Lihat Pasal 194 (1) Inpres No 1 Tahun 1991
tentang KHI.
16Ibid.
Pembunuhan yang dilakukan oleh
calon penerima wasiat adalah sebab
terberat batalnya penerima wasiat, yakni
pembunuhan dilakukan oleh calon
penerima wasiat terhadap pewasiat. Hal ini
didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.,
yang berbunyi : “Tidak ada hak menerima
wasiat bagi pembunuh”. Sementara  tiga
sebab batalnya wasiat yang tercantum
dalam Pasal 197 KHI diambil berdasarkan
kemaslhatan. Hal ini didasarkan pada
metode berijtihad, yakni metode maslahat
mursalah17.
Selain itu, di Indonesia masalah
wasiat wajibah yang tercantum dalam
Pasal 209 pada Bab II Kompilasi Hukum
Islam hanya diberikan kepada anak  angkat
atau orang tua angkat. Dalam bab tersebut
dinyatakan bahwa : “Orang tua angkat atau
anak angkat yang tidak menerima wasiat
diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
sepertiga dari harta orang tua angkatnya”18.
Sehingga yang dimaksud wasiat wajibah
menurut KHI di Indonesia adalah “wasiat
yang ditetapkan oleh perundang-undangan
bagi orang tua angkat dan anak angkat”.
3. Wasiat Wajibah
Istilah wasiat wajibah tidak
diketemukan dalam kitab fikih klasik,
hanya diketemukan pada kitab-kitab fikih
kontemporer, terutama setelah
diundangkan wasiat wajibah di Mesir dan
negara-negara yang menerapkannya,
17 Sulaeman R, op cit, hlm. 179
18 Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang KHI
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termasuk Indonesia setelah ada Kompilasi
Hukum Islam pada tahun 1991 melalui
Instruksi Presiden. Artinya, wasiat wajibah
tidak boleh diartikan secara harfiah bahwa
wasiat itu hukumnya wajib sebagiamana
dipahami dari petunjuk kata "kutiba" pada
QS. al-Baqarah (2): 180, walaupun
akhirnya ayat ini djadikan dasar
berlakunya hukum tentang wasiat wajibah.
Pengertian wasiat wajibah adalah
tindakan yang dilakukan oleh penguasa
atau hakim sebagai aparat negara untuk
memaksa, atau memberi putusan wajib
wasiat bagi orang yang telah meninggal,
yang diberikan kepada orang tertentu
dalam keadaan tertentu. Yaitu memberikan
bagian kepada ahli waris yang mempunyai
pertalian darah, namun oleh nash tidak
diberikan bagian19.
Keberadaan wasiat wajibah dalam
sistem hukum keluarga Islam terutama bila
dihubungkan dengan hukum kewarisan
memiliki kedudukan sangat penting
terutama dalam menjaga dan menjamin
kesejahteraan keluarga atau bahkan
masyarakat. Sehubungan dengan arti
pentingnya wasiat dalam hukum keluarga
Islam dan ditengah-tengah keluarga
muslim sehingga mudah dimengerti jika
ada beberapa Negara Islam yang
19 http://blog.umy.ac.id, 2011,  diakses tanggal
5 Oktober 2015
memasukkan diktum wasiat wajibah dalam
undang-undang kewarisannya20.
Menurut  Muhammad Hasbi Ash
Shiddieqy menyatakan bahwa wasiat
wajibah harus memenuhi dua syarat, yaitu :
Pertama, yang wajib menerima
wasiat, bukan waris. Kalau dia
berhak menerima pusaka walaupun
sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat
untuknya.
Kedua, orang yang meninggal, baik
kakek maupun nenek belum
memberikan kepada anak yang
wajib dibuat wasiat. Jumlah yang
diwasiatkan dengan jalan yang lain,
seperti hibah umpamanya21.
Dalam Kompilasi Hukum Islam,
tidak dinyatakan secara jelas tentang status
kewarisan bagi kerabat non Muslim. Pasal
173 hanya menyatakan bahwa membunuh
dan memfitnah yang menjadi penghalang
kewarisan (Pasal 173 Inpres No 1 Tahun
1991 tentang KHI). Sedangkan menurut
Azhar Basyir dalam bukunya Hukum
Waris Islam mengatakan bahwa berlainan
agama antara pewaris dan ahli waris
termasuk penghalang kewarisan, tetapi
apabila yang berlainan agama antara suami
dan istri, misalnya suami beragama Islam
sedangkan istri beragama Kristen maka
suami atau istri tersebut setelah salah
20 Muhammad Amin Suma, 2004, Hukum
Keluarga Islam di Dunia Islam, Penerbit  PT Raja
Grafindo Persada, hlm, 133
21Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001,
Fiqh Mawaris, Penerbit PT Pustaka Rizki Putra,
Semarang, hlm. 274
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satunya meninggal dunia dapat menikmati
harta benda peninggalannya. Hal ini dapat
dilakukan melalui wasiat22
Berkaitan dengan jalan wasiat
seorang non Muslim dapat menerima harta
yang ditinggalkan oleh pewarisnya, hal
tersebut di antaranya dikemukakan oleh
Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhallâ,
beliau menjelaskan bahwasanya seseorang
wajib berwasiat untuk anggota kerabat
yang tidak mewarisi, baik karena
perbedaan agama, perbudakan maupun
karena mahjub23. Dalam bukunya M.
Thoha Abdurrahman yang berjudul;
Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut
Hukum Islam, dijelaskan bahwa bagi
kerabat-kerabat yang tidak mendapat harta
warisan karena mereka terhalang atau ada
yang lebih utama dari mereka, dapat
mewarisi harta pewarisnya walaupun
pewaris tidak membuat wasiat. Maka
dalam hal ini, penguasa dapat menganggap
dengan putusan hakim bahwa wasiat itu
telah dilakukan oleh pewarisnya, yang
disebut dengan “wasiat wajibah”24
Kemudian wasiat wajibah adalah
suatu wasiat yang diperuntukkan kepada
ahli waris/kerabat yang tidak memperoleh
22 Ahmad Azhar Basyir, 1990, Hukum Waris
Islam, Penerbit, UII Press, Yogyakarta, hlm. 16
23Ibnu Hazm, t.t., Al-Muhalla bil Atsar VII,
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, hlm. 314
24M. Thoha Abdurrahman, 1976, Pembahasan
Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam, t.p, hlm.
111-112.
bagian harta waris dari orang yang wafat,
karena adanya suatu halangan syarak25.
Menurut Sayyid Sabiq, terkait
wasiat wajibah adalah apabila mayit tidak
mewasiatkan kepada keturunan dari anak
laki-lakinya yang telah meninggal di waktu
dia masih hidup atau meninggal
bersamanya sekalipun secara hukum,
warisan dari peninggalannya seperti bagian
yang berhak diterima oleh si anak laki-laki
ini seandainya anak laki-laki ini hidup
diwaktu ayahnya meninggal, maka
wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan
dari anak laki-laki ini dalam harta
peninggalan ayahnya menurut kadar
bagian anak laki-laki  ini dalam batas-batas
sepertiga; dengan syarat keturunan dari
anak laki-laki ini bukan pewaris dan si
mayit tidak pernah memberikan kepadanya
tanpa imbalan melalui tindakan lain apa
yang wajib diberikan kepadanya26.
Wasiat wajibah itu didahulukan
atas wasiat-wasiat yang lain. Bila mayit
tidak mewasiatkan kepada orang yang
wajib diwasiati dan dia mewasiatkan
kepada orang lain, maka orang yang wajib
diberi wasiat wajibah itu mengambil kadar
bagiannya dari sisa dari sepertiga harta
peninggalan bila sisa itu cukup; bila tidak,
maka dari sepertiga dan dari bagian yang
diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah.
25Abdul Azis Dahlan, 2000, Ensiklopedi
Hukum Islam, Jilid 6, Penerbit PT Ichtiar Baru van
Noeven, Jakarta, hlm. 1930
26 Sayyid Sabiq, op cit., hlm. 316
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Adapun cara pemecahannya
masalah-masalah yang meliputi wasiat
wajibah adalah :
a. Anak laki-laki yang telah meninggal
di waktu salah seorang dari kedua
orang tuanya masih hidup itu
dianggap hidup dan mewarisi; dan
bagiannya itu ditentukan menurut
kadar seperti halnya kalau ada.
b. Bagian orang yang meninggal tadi
dikeluarkan dari harta peninggalan
dan diberikan kepada keturunannya
yang berhak  memperoleh wasiat
wajibah, bila wasiat wajibah itu sama
dengan sepertiga atau lebih kecil.
Bila lebih dari sepertiga, maka ia
dikembalikan kepada sepertiga,
kemudian dibagikan kepada anak-
anaknya yang laki-laki mendapat
bagian seperti bagian dua orang
perempuan.
c. Sisa harta peninggalan dibagikan di
antara ahli waris yang sebenarnya
menurut ketentuan bagian-baian
mereka yang sah27.
Wasiat wajibah menurut jumhur
adalah berkenaan dengan kewajiban yang
belum ditunaikan pewaris, seperti : hutang,
kafarat, zakat dan kewajiban keibadatan
lainnya28.
Menurut Abdul Azis Dahlan,
bahwa besarnya bagian yang diperoleh
melalui wasiat wajibah adalah sama
27 Ibid., hlm. 317
28 Ibnu Hazm, op cit., hlm. 349
dengan bagian warisan yang mesti diterima
apabila tidak halangannya. Ini adalah
pertimbangan sosial dan rasa keadilan (al-
Mashalih al-Maslahah)29. digunakan
karena tidak ada ayat atau aturan langsung
yang behubungan dengan persoalan yang
dibahas terkait dengan wasiat wajibah.
Sejumlah sahabat Nabi SAW. dan
ulama membenarkan Muslim mewarisi
harta dari keluarganya yang non muslim,
antara lain Mu’adz bin Jabal, Mu’awiyah
bin Abu Sofyan, Muhammad bin Al-
Hanafiayh, Muhammad bin Ali bin Al-
Husayn, Said bin Musayyab30.
Wasiat pernah dilakukan oleh istri
Rasulullah SAW., Syafiah binti Hayyi
yang menjual rumahnya kepada
Mu’awiyah sebanyak 100 ribu
(dinar/dirham) kemudian menawarkan
untuk saudaranya yang beragama Yahudi
dengan syarat ia masuk Islam, tetapi
saudaranya itu menolak. Agar saudaranya
tetap memperoleh bagian dari harta
warisan itu, maka Syafiah mewasiatkan
sepertiga dari harga rumahnya kepada
saudaranya yang non Muslim31.
Pendapat di atas, dapat dipahami
bahwa wasiat sah diberikan kepada orang
yang tidak seagama dengan pewasiat
apabila aturan hukum Islam
menghalanginya untuk memperoleh
29 Abdul Azis Dahlan, op cit., hlm. 1930
30Hamka Haq, 2002, Syariat Islam Wacana
dan Penerapannya, Yayasan al-Ahkam, Makassar,
264
31Ibid., hlm. 265
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warisan dan perbedaan agama bukan
menjadi halangan sahnya wasiat.
Wasiat wajibah sebagaimana yang
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal  201 jo Pasal 209 ayat (1) dan (2)
hanya mengatur tentang wasiat wajibah
bagi orang tua angkat dan anak angkat
apabila tidak ada wasiat sebelumnya dari
orang tua angkatnya atau anak angkatnya,
sedang mengenai wasiat wajibah bagi non
muslim belum ada aturan hukum yang
mengaturnya.
Menurut M. Yahya Hararap dalam
bukunya M.Fahmi Al Amruzi, bahwa
wasiat wajibah seseorang dianggap
menurut hukum telah menerima wasiat
meskipun tidak ada wasiat secara nyata in
konkreto. Anggapan hukum itu lahir dari
asas apabila dalam suatu hal hukum telah
menetapkan harus wajib berwasiat, maka
ada atau tidak ada wasiat itu dianggap ada
dengan sendirinya32
Dengan diberikannya hak wasiat
wajibah kepada ahli waris non-Muslim
sebagai alternatif agar memperoleh
haknya, sebagaimana dalam putusan
Mahkamah Agung Putusan No.
368.K/AG/1995 dan No. 51.K/AG/1999,
sesungguhnya telah memberikan gambaran
positif bahwa hukum Islam tidaklah
eksklusif dan diskriminatif yang seolah-
olah telah menempatkan warga negara
32 M.Fahmi Al Amruzi, 2013, Rekonstruksi
Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam,
Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 159
non-Muslim sebagai kelas dua di depan
hukum. Apabila ahli waris non-Muslim
tetap dipertahankan sebagai orang yang
tidak dapat mewarisi dengan jalan apapun,
sebagaimana hukum asalnya, maka hukum
Islam akan dipandang sebagai suatu
ancaman (menghilangkan hak waris)
apabila ditransformasikan ke dalam hukum
nasional (hukum positif), hal ini sangat
tidak menguntungkan bagi perkembangan
hukum Islam selanjutnya.
Dengan demikian, warga negara
Muslim akan tetap mewarisi warga negara
non-Muslim sebagaimana yang selama ini
diterapkan di lingkungan Peradilan Umum.
Kebolehan seorang muslim mewaris
pewaris non muslim telah dibenarkan oleh
Muadz Ibn Jabal dan yang sependapat
dengannya, bahkan Muadz sendiri telah
memutus demikian dalam kasus sengketa
waris antara dua saudara yang bernon
muslim muslim dan yahudi, padahal
pewaris (orang tuanya) beragama Yahudi.
Apabila berdasarkan sistem hukum yang
berlaku bagi warga negara non- Muslim
seorang Muslim dapat mewarisi pewaris
non-Muslim, bukanlah sikap yang adil dan
manusiawi apabila ahli waris non-Muslim
diberi hak wasiat wajib dari pewarisnya
yang muslim (apabila ia tidak berwasiat)
agar tidak terjadi kegoncangan sosial di
antara mereka yang bernon muslim, karena
prinsip keadilan, bahkan asas kemanusiaan
yang universal bahwa manusia seluruhnya
sama dipandang dari sisi kemanusiaannya,
Kamarudin: Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Hasil
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dan kemaslahatan yang menjadi tujuan
hukum merupakan unsur-unsur konstitusi
hukum Islam termasuk dalam penerapan
wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim
sehingga perlu dilakukan suatu penemuan
hukum.
Penemuan dan Metode Penemuan
Hukum
Permasalahan tentang penemuan
hukum mulai muncul ke permukaan
setelah dikumandangkan oleh Paul
Scholten dengan ungkapan “Het recht is
erdoch het moet worden gevenden in de
voundst zit het nicuwe: (hukum itu ada
tetapi harus ditemukan dan dalam
penemuan itu terdapat yang baru). Salah
satu  harapan adalah bagamana
menemukan suatu hukum baru yang
berkaitan langsung penerapan wasiat
wajibah bagi nom muslim yang selama ini
menurut konsep hukum kewarisan Islam
terhalang untuk mendapatkan harta pusaka
bisa dilakukan suatu penemuan hukum.
Penemuan hukum adalah proses
konkritisasi atau individualisasi peraturan
(das sollen) yang bersifat umum dengan
mengingat akan peristiwa konkrit (das
sein) 33. Penemuan hukum tidak hanya
dilakukan oleh hakim tetapi juga oleh
kalangan hukum lainnya. Oleh karena itu,
penemuan hukum dapat dibedakan dalam
tiga macam :
33Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan
Hukum sebuah Pengantar, Penerbit Liberty,
Yogyakarta, hlm. 37
1. Penemuan hukum konfiktif, yaitu
penemuan hukum yang dilakukan oleh
hakim dalam menghadapi peristiwa
konkrit atau konflik yang harus
diselesaikan, dan hasil penemuan
hukumnya dituangkan dalam bentuk
putusan pengadilan. Penemuan hukum
oleh hakim ini bisa menjadi sumber
hukum.
2. Penemuan hukum preskriptif, yaitu
penemuan hukum yang dilakukan oleh
pembentuk atau pembuat undang-
undang yang mempunyai kekuatan
mengikat dan dituangkan dalam
bentuk undang-undang sekaligus
merupakan sumber hukum.
3. Penemuan hukum teoritis, yaitu
penemuan hukum yang dilakukan oleh
dosen serta peneliti hukum, yang
hasilnya tidak berupa hukum karena
tidak mempunyai kekuatan mengikat,
tetapi penemuan hukum ini dapat
dijadikan sebagai sumber hukum atau
doktrin34.
Terdapat dua metode penemuan
hukum; penafsiran (interpretasi) dan
konstruksi hukum. Penafsiran adalah
metode penemuan hukum yang
menafsirkan teks undang-undang, dimana
hakim tetap berpegang pada bunyi teks
tersebut, sedang konstruksi hukum adalah
metode penemuan hukum, di mana hakim
34Ibid., hlm. 38-39
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menggunakan penalaran logisnya untuk
mengembangkan lebih lanjut suatu teks
undang-undang, hakim tidak lagi
berpegang pada bunyi teks tersebut dengan
syarat hakim tidak mengabaikan hukum
sebagai suatu sistem35.
Interpretasi sebagai  salah satu dari
metode  penemuan hukum terdiri beberapa
macam :
1. Metode subtantif, hakim harus
menerapkan suatu teks undang-undang
terhadap suatu kasus inkonkrito,
dengan belum memasuki taraf
penggunaan penalaran yang lebih
rumit, tetapi menggunakan sillogisme.
Dalam metode ini hakim dapat
menggunakan doktrin atau
yurisprudensi untuk mencocokkan
unsure-unsur yang termuat dalam teks
undang-undang..
2. Metode interpretasi gramatikal,
interpretasi khusus dengan
memperhatikan kata-kata dan kalimat
dari ketentuan undang-undang yang
hendak ditafsirkan sesuai dengan
kaidah hukum tata bahasa. Metode ini
disebut juga dengan interpretasi
tesktual atau interpretasi objektif.
3. Metode interpretasi historis, yang
terbagi menjadi dua macam :
a. Interpretasi menurut sejarah
undang-undang yaitu interpretasi
35 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum
(Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Penerbit
Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 156
dengan mencari maksud dari
perundang-undangan itu seperti
apa yang dimaksud oleh pembuat
undang-undang ketika undang-
undang itu dibuat. Sumbernya
dapat surat dan pembahasan di
lembaga legislative ketika undang-
undang dalam proses
penggodokan.
b. Interpretasi menurut sejarah
hukum, yaitu interpretasi yang
ingin mengetahui undang-undang
dalam konteks keseluruhan sejarah
hukum, seperti meneliti latar
belakang sejarah sebuah undang-
undang.
4. Metode interpretasi sistematis, yaitu
metode yang menafsirkan undang-
undang sebagai bagian dari
keseluruhan sistem perundang-
undangan, peraturan yang satu
menunjang peraturan yang lain.
5. Metode interpretasi sosiologis atau
teologis, yaitu interpretasi yang
menetapkan undang-undang
berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
6. Metode interpretasi komparatif yaitu
membandingkan antara berbagai
sistem hukum yang bersumber pada
perjanjian dengan Negara-negara lain.
7. Metode interpretasi futuristic, yaitu
interpretasi yang menjelaskan undang-
undang berlaku sekarang (ius
conctitutum) dengan berpedoman pada
undang-undang yang belum
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mempunyai kekuatan hukum (ius
constituendum).
8. Metode interpretasi restriktik, yaitu
interpretasi yang bersifat membatasi.
9. Metode interpretasi ekstensif, yaitu
metode yang membuat interpretasi
yang melebihi batas hasil interpretasi
gramtikal36.
Konstruksi sebagai metode
penemuan hukum harus memenuhi tiga
syarat :Materi hukum, kesatuan hukum dan
konstruksi bentuk, sedang macam-
macamnya adalah :
1. Metode argumentum per Analogian
(analogi) yaitu, metode penemuan
hukum oleh hakim dengan mencari
esensi yang lebih umum pada suatu
perbuatan yang diatur oleh undang-
undang atau hukum pada suatu
peristiwa yang secara konkrit dihadapi
hakim. Metode ini menggunakan
penalaran induksi berfikir dari khusus
ke yang umum.
2. Metode Argumentum A Contrario,
yaitu metode yang menggunakan
penalaran bahwa jika suatu undang-
undang menerapkan hal-hal tertentu,
berarti peraturan itu terbatas pada
peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di
luarnya berlaku kebalikannya37.
3. Metode penyempitan hukum
(Rechtsverfijning) yaitu metode yang
36 Sudikno Mertokusumo, op cit., hlm. 57-64
37 Achmad Ali, op cit., hlm. 182-186
mengkonritkan suatu aturan hukum
yang terlalu abstrak38.
4. Metode fiksi hukum, metode ini
berdasarkan pada asas indubio proreo
(asas bahwa setiap orang dianggap
mengetahui undang-undang39.
Dua metode penemuan hukum
tersebut, diharapkan sedapat mungkin
memberi jalan keluar terutama bagaimana
penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris
non muslim mendapat suatu bagian  harta
pusaka. Tentu yang berkaitan langsung
dalam menafsirkan untuk menemukan
hukum adalah hakim sesuai dengan Pasal 5
(1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim dan
hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.
Hasil  Dan Pembahasan
A. Dasar Pertimbangan  Hukum Yang
Digunakan MA Mengenai
Pemberian Wasiat Wajibah Bagi
Ahli Waris Non Muslim (Putusan
No. 16K/Ag/2010)
I. Kasus Posisi
Pada tanggal 1 November 1990,
almarhum Ir . Muhammad Armaya bin
Renreng, M.Si , alias Ir. Armaya Renreng,
telah melangsungkan perkawinan dengan
perempuan Evie Lany Mosinta di Bo’E,
38Sudikno Mertokusomo, lot cit.,71
39 Achmad Ali, lot cit., hlm.188
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Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan
Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990 ;
Dalam perkawinan almarhum Ir.
Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si ,
alias Ir . Armaya Renreng, tidak dikarunia
seorang anak;
Pada tanggal 22 Mei 2008  Ir .
Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si,
alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia
dan meninggalkan 5 ( lima) orang ahli
waris yakni :
1. Halimah Daeng Baji ( ibu kandung) ;
2. Dra. Hj .Murnihati binti Renreng,
M.Kes. (saudara kandung) ;
3. Dra. Hj . Muliyahati binti Renreng,
M.Si . (saudara kandung) ;
4. Djelitahati binti Renreng, SST.
(saudara kandung) ;
5. Ir .Arsal bin Renreng (saudara
kandung) ;
Kemudian di samping almarhum Ir.
Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si,
alias Ir. Armaya Renreng, meninggalkan 5
(lima) orang ahli waris juga meninggalkan
beberapa harta benda yang telah diperoleh
dalam perkawinannya dengan perempuan
Evie Lany Mosinta, baik harta tidak
bergerak maupun harta bergerak antara lain
berupa:
Harta Tidak Bergerak:
1. 1 (satu ) unit bangunan rumah
permanen beserta tanahnya, seluas +
216 m2 yang terletak di Jl. Hati
Murah, No. 11, Kelurahan
Mattoangin, Kecamatan Mariso,
Makassar, dengan batas - batas
sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. 1 (satu ) unit bangunan rumah
permanen beserta tanahnya, seluas +
100 m2 yang terletak di Jl. Manuruki,
Kompleks BTN Tabariah G 11/13
dengan batas - batas sebagaimana
tersebut dalam gugatan;
Harta Bergerak:
1. 1 (satu ) unit sepeda motor jenis/merk
Honda Supra Fit, No.Pol . DD 5190
KS warna merah hitam;
2. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi
AIA Indonesia, sebesar Rp.
50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)
yang telah di terima oleh Evie Lany
Mosinta (Tergugat) ;
Harta benda atau harta peninggalan
tersebut yang telah diperoleh antara
almarhum Ir. Muhammad  Armaya bin
Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng,
dalam perkawinannya dengan Tergugat
menurut hukum menjadi harta bersama
antara almarhum Ir. Muhammad Armaya
bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya
Renreng, dengan Tergugat yang hingga
sekarang ini seluruhnya masih dalam
penguasaan Tergugat dan belum dibagi
oleh Tergugat ;
Almarhum Ir. Muhammad Armaya
bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya
Renreng, berhak memperoleh ½ (seperdua)
bagian dari harta bersama tersebut dan
menurut  hukum adalah menjadi harta
warisan dari almarhum Ir. Muhammad
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Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir.
Armaya Renreng, yang merupakan hak
dari pada para Penggugat selaku ahli
warisnya ;
Harta warisan dari almarhum Ir.
Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si,
alias Ir. Armaya Renreng, tersebut
seluruhnya masih dalam penguasaan
Tergugat dan belum diserahkan atau
dibagikan oleh Tergugat kepada para
Penggugat selaku ahli waris dari almarhum
Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si,
alias Ir. Armaya Renreng;
Berbagai upaya yang telah
dilakukan oleh para Penggugat selaku ahli
waris dari almarhum Ir. Muhammad
Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir.
Armaya Renreng, agar bagian almarhum
Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si,
alias Ir. Armaya Renreng, atas harta
bersama diserahkan oleh Tergugat dan
dibagi secara kekeluargaan namun tetap
tidak berhasil , sehingga para Penggugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
Makassar untuk mengadakan pembagian
atas harta bersama tersebut menurut hukum
Islam;
Primair :
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad
Armaya bin Renreng, M.Si , alias Ir.
Armaya Renreng, te lah meninggal
dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam
keadaan tetap sebagai pemeluk agama
Islam;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat
adalah ahli waris yang sah dari
almarhum Ir. Muhammad Armaya bin
Renreng, M.Si, alias Ir . Armaya
Renreng;
4. Menyatakan bahwa harta benda
berupa:
a. Harta Tidak Bergerak:
1. 1 (satu) unit bangunan rumah
permanen beserta tanahnya,
seluas + 216 m2 yang terletak
di Jl. Hati Murah, No. 11,
Kelurahan Mattoangin,
Kecamatan Mariso, Makassar,
dengan batas – batas sebagai
berikut :
Sebelah Utara dengan Jalan Hati
Murah;
Sebelah Timur dengan rumah
Muh. Pasikala ;
Sebelah Selatan dengan rumah
Drs. Abdul Rauf ;
Sebelah Barat dengan rumah
Bapak Wenas;
2. 1 (satu) unit bangunan rumah
permanen beserta tanahnya,
seluas + 100 m2 yang terletak
di Jl. Manuruki, Kompleks
BTN Tabariah G 11/13 dengan
batas - batas sebagai berikut :
Sebelah Selatan dengan Bapak
Yvonne N.Kombey (G11/15
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dan G11/17); Sebelah Utara
dengan Bapak Drs. Sukardi
(G11/11) ;
Sebelah Timur dengan Bapak
Abu Bakar Ganggong (G11/14)
;
Sebelah Barat dengan Jl.
Manuruk i Kompleks BTN
Tabar iah ;
b. Harta Bergerak:
1) 1 (satu) unit sepeda motor
jenis/merk Honda Supra Fit,
No.Pol . DD 5190 KS warna
merah hitam;
2) Uang asuransi jiwa dari PT.
Asuransi  AIA Indonesia,
sebesar Rp. 50.000.000, - ( lima
puluh juta rupiah ) yang te lah
di te r ima oleh Evie Lany
Mosin ta (Tergugat ) ;
Adalah har ta bersama antara
almarhum I r . Muhammad
Armaya bin Renreng, M.Si , al i
as I r . Armaya Renreng,
dengan Tergugat ;
5. Menyatakan bahwa almarhum Ir.
Muhammad Armaya bin Renreng,
M.Si, alias Ir. Armaya Renreng berhak
memperoleh 1/2 (seperdua) bagian
dari harta bersama tersebut ;
6. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua)
bagian almarhum Ir . Muhammad
Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir.
Armaya Renreng, atas harta bersama
adalah menjadi harta warisan dari
almarhum Ir. Muhammad Armaya bin
Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya
Renreng, yang belum terbagi kepada
para ahli warisnya ;
7. Menetapkan besarnya bagian masing-
masing para Penggugat sebagai ahli
waris dari almarhum Ir. Muhammad
Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir.
Armaya Renreng, menurut atau
berdasarkan hukum faraid ;
8. Menghukum Tergugat agar
menyerahkan bagian almarhum Ir.
Muhammad Armaya bin Renreng,
M.Si , alias Ir. Armaya Renreng, atas
harta bersama sebagai harta warisan
dari almarhum Ir. Muhammad Armaya
bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya
Renreng, baik dalam bentuk natura
maupun in natura dengan cara
melelang dan hasilnya dibagikan
sesuai hak masing-masing para ahli
waris berdasarkan hukum faraid ;
9. Menghukum Tergugat untuk
membayar segala biaya yang timbul
dalam pemeriksaan perkara ini ;
Kemudian judex facti Pengadilan
Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi
Agama Makassar telah salah menerapkan
hukum atau bertentangan dengan hukum
yang mengabulkan gugatan para
Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli
waris dari almarhum Ir. Muhammad
Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh)
bagian dari harta-harta yang sebagaimana
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tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi
Agama;
Bahwa secara fakta hukum
putusnya perkawinan antara Pemohon
Kasasi /Tergugat dengan almarhum Ir.
Muhammad Armaya bukan karena
perceraian melalui pengadilan melainkan
karena kematian dan mengenai hal tersebut
telah diatur dalam ketentuan hukum baik
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
dan maupun dalam ketentuan Kompilasi
Hukum Islam Pasal 38 Undang-Udnang
No.1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi
Hukum Islam. Secara hukum oleh karena
putusnya perkawinan Pemohon Kasasi
/Tergugat dikarenakan kematian, maka
harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat
dibagi 1/2 (separuh) bagian kepada para
Termohon Kasasi / para Penggugat dengan
menerapkan Ketentuan pasal 37 Undnag-
Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana









mempertimbangkan, bahwa oleh karena
tergugat (Evie Lany Mosinta) terbukti non
muslim (beragama Kristen) dan sudah
mendapatkan ½ dari harta bersama maka
tergugat tidak berhak mendapat bahagian
warisan peninggalan almarhum Ir.
Muhammad Armaya bin Renreng sesuai
dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 171 huruf (c) dan bunyi hadis
Rasulullah yang berbunyi :
ﺮـــﻓ ﺎﻜــﻟا ﻢﻠــﺴــﻤـﻟا ﻻو ﻢﻠـﺴـﻤــﻟا ﺮــﻓ ﺎﻜــﻟا ث ﺮـﻳ ﻻ . ﻩاور
ﻢﻠـﺴﳌا و ئر ﺎﺤﺒـﻟا
“Orang Islam tidak mewarisi orang
kafir dan orang kafir tidak mewarisi
orang Islam”(Kitab al-Muhalla,
Jilid IX, hlm 304)
b. Pertimbangan Hukum
Pengadilan Tinggi Agama
Makassar (Perkara Nomor :
59/Pdt.G/2009/PTA.Mks)
Pengadilan Tinggi Agama
mempertimbangkan, bahwa apa yang telah
dipertimbangkan dan diputuskan oleh
Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah
tepat dan benar, sehingga Pengadilan
Tinggi Agama (tingkat banding)




Pengadilan Agama Makassar dan
Pengadilan Tingga Agama Makassar
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(judex facti)  salah menerapkan hukum,
sehingga pertimbangan Mahkamah Agung
berpendapat  bahwa   perkawinan pewaris
dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama
yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula
Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada
pewaris, karena itu walaupun Pemohon
Kasasi non muslim layak dan adil untuk
memperoleh hak-haknya selaku isteri
untuk mendapat bagian dari harta
peninggalan berupa wasiat wajibah serta
bagian harta bersama sebagaimana
yurisprudensi Mahkamah Agung No.
51.K/AG/1999 dan sesuai rasa keadilan.
Oleh karena itu, putusan
Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus
dibatalkan dan Mahkamah Agung akan
mengadili sendiri dengan pertimbangan
sebagai berikut :
Bahwa persoalan kedudukan ahli
waris non muslim sudah banyak dikaji oleh
kalangan ulama di antaranya ulama Yusuf
Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-
orang non Islam yang hidup berdampingan
dengan damai tidak dapat dikategorikan
kafir harbi, demikian halnya Pemohon
Kasasi bersama pewaris semasa hidup
bergaul secara rukun damai meskipun
berbeda keyakinan, karena itu patut dan
layak Pemohon Kasasi memperoleh
bagian dari harta peninggalan pewaris
berupa wasiat wajibah ;
Kemudian berdasarkan
pertimbangan di atas, menurut pendapat
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan
untuk mengabulkan permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi : Evie Lany Mosinta
dan membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Makassar Nomor : 59/Pdt
.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009
M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab
1430 H., yang menguatkan putusan
Pengadilan Agama Makassar Nomor :
732/Pdt .G/2008/PA.Mks, tangga l2 Maret
2009 M. bertepatan dengan tanggal 5
Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah
Agung mengadili dengan amar putusan
sebagaimana yang akan disebutkan yakni :
M E N G A D I L I :
Mengabulkan permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi : Evie Lany Mosinta
tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Makassar Nomor :
59/Pdt.G/2009 /PTA.Mks, tanggal 15 Juli
2009 M. bertepatan dengan tanggal 22
Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan
Pengadilan Agama Makassar Nomor :
732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tangga l2 Maret
2009 M. bertepatan dengan tanggal 5
Rabiul Awal 1430 H. ;
MENGADILI SENDIRI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Ir. Muhammad Armaya
bin Renreng, telah meninggal dunia
pada tanggal 22 Mei 2008;
3. Menyatakan sebagai ahli waris
almarhum Ir. Muhammad Armaya bin
Renreng, sebagai berikut :
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1. Halimah Daeng Baji ( ibu kandung)
;
2. Dra. Hj . Murnihati binti Renreng,
M.Kes. (saudara perempuan);
3. Dra. Hj . Mulyahati binti Renreng,
M.Si. (saudara perempuan);
4. Djelitahati binti Renreng, SST.
(saudara perempuan);
5. Ir . Arsal bin Renreng (saudara laki
- laki );
4.  Menyatakan sebagai harta bersama
almarhum Muhammad Armaya bin
Renreng, dengan Tergugat dan
seterusnya.
5. Menyatakan bahwa Tergugat berhak
mendapat ½ bagian dari harta bersama
tersebut di atas dan ½ bagian lainnya
adalah merupakan harta warisan yang
menjadi hak atau bagian ahli waris
atau bagian ahli waris almarhum Ir.
Muhammad Armaya bin Renreng,
dengan rincian bagian masing-masing
sebagai berikut :
1.  Halimah Dg. Baji (ibu kandung)
mendapat 10/60 bagian;
2.  Evy Lany Mosinta (isteri) wasiat
wajibah mendapat 15/60 bagian;
3. Dra. Hj . Murnihati binti Renreng,
M.Kes. (saudara perempuan)
mendapat 7/60 bagian;
4. Dra. Hj . Mulyahati binti Renreng,
M.Si. (saudara perempuan)
mendapat 7/60 baian;
5. Djelitahati binti Renreng, SST.
(saudara perempuan) mendapat
7/60 bagian;
6.   Ir . Arsal bin Renreng (saudara
laki - laki ) mendapat 14/60
bagian.
6.  Menghukum para  Termohon
Kasasi/para Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan yang tingkat
kasasi sebesar Rp 500.000,00- (lima
ratus ribu rupiah)
Kasus tersebut di atas, dalam
hubungannya dengan penemuan hukum
oleh hakim kaitannya dengan penerapan
wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim
sebagaimana dalam penelitian ini, maka
seyogyanya harus sesuai dengan nilai-nilai
hukum dalam masyarakat sebagaimana
dalam Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009
menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat”.40.
Pertimbangan Mahkamah Agung
sebagaimana putusan No. 16K/AG/2010,
merupakan salah satu terobosan hukum
(rechtsvinding), Mahkamah Agung
menganut asas prioritas dalam menentukan
tujuan hukum dengan menjatuhkan
putusan yang memuat asas keadilan.
Gustav Redbruch (dalam Achmad Ali,
1998 : 80) berpendapat bahwa idealnya
40 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
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ketiga nilai dasar hukum (keadilan,
kemanfaatan, kepastian hukum) dapat
terwujud secara bersamaan, tetapi
manakala tidak mungkin, maka haruslah
diprioritaskan keadilan, kemudian
kemanfaatn dan terakhir kepastian hukum.
Pertimbangan hakim pada putusan
perkara No. 16K/AG/2010 yakni karena
perkawinan antara pewaris dengan istri
pewaris sudah lama yakni 18 tahun
kemudian hakim menganggap bahwa istri
tersebut bukanlah termasuk dalam kafir
harbi melainkan kafir zimmi sebagaimana
pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf
Qardawi bahwa istri yang bernon muslim
berhak mendapatkan harta waris
berdasarkan wasiat wajibah, sedangkan
pertimbangan hakim pada putusan perkara
No. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks yakni karena
istri pewaris telah bernon muslim dan
menurut Pasal 171 huruf (b) dan (c) KHI
Tahun 1991, maka istri yang bernon
muslim tidak mendapatkan hak waris dari
pewaris (suaminya) karena terhalang
menjadi ahli waris. Pada Putusan Perkara
No. 16K/AG/2010 hakim mendasarkan
pada yurisprudensi Mahkamah Agung No.
368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998
maupun No. 51 K/AG/1999 tanggal 29
September 1999 dengan memperhatikan
pasal-pasal dari UU No. 48 Tahun 2009,
dan UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana
yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan UU No.
50 Tahun 2009. Sedangkan pada putusan
perkara No. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks
hakim mendasarkan pada Pasal 171 huruf
(b) dan (c) KHI serta pasal 35 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan serta Pasal 96 ayat (1)
dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum
Islam Tahun 1991. Pada dasarnya
yurisprudensi bukanlah merupakan aturan
oleh karena itu dalam hal memutus suatu
perkara hakim boleh saja menggunakan
yurisprudensi boleh juga tidak. Pada
perkara No. 16K/AG/2010 Mahkamah
Agung menggunakan yurisprudensi
perkara No. 368 K/AG/1995 tanggal 16
Juli 1998 maupun No. 51 K/AG/1999
tanggal 29 September 1999 Mahkamah
Agung. Sedangkan pada perkara No.
732/Pdt.G/2008/PA.Mks. Pengadilan
Agama Makassar tidak menggunakan
yurisprudensi tetapi lebih mengacu kepada
KHI41
Majelis Hakim pada Mahkamah
Kasasi berpendapat bahwa, ahli waris yang
bernon muslim dengan pewaris, dapat
memperoleh pusaka melalui jalan wasiat
wajibah. Sedangkan nasakh-mansukh ayat
wasiat dengan waris, berlaku untuk
sementara waktu. Ketika ayat hukum yang
dinasakh tersebut dapat membawa
kemaslahatan dan terciptanya keamanan
serta kesejahteraan masyarakat, maka
hukum tersebut berlaku kembali42
41 http://tulis.uinjkt.ac.id, diakses tanggal 5
Oktober 2015.
42 http://blog.umy.ac.id, 2011,  diakses tanggal
3 Oktober 2015
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Pemberian bagian wasiat wajibah
bagi anggota keluarga non muslim tidak
berlangsung begitu saja, apalagi di
Indonesia terdapat ratusan kelompok-
kelompok etnis yang hidup dalam kawasan
territorial tersendiri dengan bahasa, sistem
sosial budaya  yang berbeda-beda43 akan
tetapi perlu dipertimbangkan bahwa ahli
waris non muslim itu bagaimanapun juga
adalah suami/istri atau anak pewaris, maka
tentulah wajar bila mengharapkan
memperoleh bagian dari harta pewaris.
Walaupun secara formal ahli waris non
muslim tidak berkedudukan sebagai ahli
waris, maka Pengadilan Agama atau
Pengadilan Tinggi Agama mendudukkan
mereka sebagai penerima wasiat wajibah44.
Karena wasiat wajibah merupakan adanya
keterkaitan hubungan darah yang sangat
dekat antara orang tua dengan
anak/istri/suami, oleh karena itu sangat
wajar kalau mereka mendapat bagian dari
orang tuanya atau suami/istri yang muslim
melalui wasiat wajibah (Soleman Soleh,
2013 : 92).
Selain daripada itu, secara
substansial putusan Mahkamah Agung
No.16K/AG/2010 adalah  bagian dari
penemuan hukum dan tidak bertentangan
hukum Islam karena sesuai dengan
43 Syamsuddin Pasamai, 2011, Sosiologi &
Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan
Terapan, Penerbit Umitoha, Makassar, hlm. 67
44Syamsuhadi Irsyad, 2001, Kapita Selekta
Hukum Perdata Agama Pada Tingkat Kasasi,
(Makalah) pada Pelatihan Teknis Fungsional di
Yogyakarta, 31 Juni 2001, hlm. 5-6
pandangan ulama di antaranya Yusuf Al
Qardawi. Putusan tersebut telah mengisi
kekosongan hukum dalam masalah ahli
waris non muslim, sehingga tercipta
kepastian hukum terhadap status ahli waris
non muslim dengan pertimbangan keadilan
dan kemaslahatan.
Menurut Sudikno Mertokusumo
bahwa penemuan hukum adalah suatu
kegiatan terutama dari hakim dalam
melaksanakan undang-undang bila terjadi
peristiwa konkrit45. Oleh karena itu,
penemuan hukum oleh hakim kaitan
dengan wasiat wajibah oleh Mahkamah
Agung dengan putusan No. 16K/AG/2010
adalah semata-mata dengan pertimbangan
rasa keadilan masyarakat dengan
menggunakan interpretasi futuristis yakni
metode penemuan hukum yang bersifat
antisipasi artinya mengisi kekosongan
hukum jika terjadi peristiwa hukum  bagi
ahli waris non muslim. Selain itu, wasiat
wajibah dalam konteks hukum dalam
sistem hukum Indonesia belum ada dalil
hukum termasuk dalam Kompilasi Hukum
Islam yang  menjelaskan tentang
kebolehan  memberi wasiat wajibah bagi
ahli waris non muslim, namun demikian
pertimbangan hakim Mahkamah Agung
terhadap Evi Lany Mosinta lebih
mengedepankan rasa keadilan dalam
masyarakat.
45 Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal
Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty,
Yogyakarta, hlm. 142
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Menurut Sudikno Mertokusumo,
bahwa undang-undang memang harus
dihormati, tetapi undang-undang selalu
akan ketinggalan zaman, sehingga hakim
tidak harus mutlak mematuhinya. Hakim
dapat melihat undang-undang sebagai alat
atau sarana untuk membantu menemukan
hukum. Dalam hal ini ia tidak mengikuti
atau berpijak pada undang-undang, tetapi
undang-undang digunakan sebagai alat
untuk menemukan pemecahan atau
peristiwa konkrit. Di sini hakim tidak
berfungsi sebagai petugas yang
menjelaskan atau menafsirkan undang-
undang, tetapi sebagai pencipta hukum
(Sudikno Metokusumo, 1991 : 158).
Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh
hakim Mahkamah Agung melalui putusan
No. 16K/AG/2010 dengan memberikan
bagian harta benda kepada Evie Lany
Mosinta yang beragama non muslim dari
suaminya (almarhum Ir. Muhammad
Armaya bin Renreng) yang beragama
Islam melalui wasiat wajibah adalah
dengan pertimbangan rasa keadilan dan
kemanfaatan (maslahat).
B. Relevansi Wasiat Wajibah
Terhadap Realitas Kontemporer
Mengenai ketentuan hukum tentang
pemberian hak waris terhadap ahli waris
non muslim, menurut Pengadilan Agama
Makassar; “ahli waris yang berbeda
keyakinan dengan pewaris adalah
terhalang untuk menjadi ahli waris.”
seperti yang telah dijelaskan dalam KHI
Pasal 171 huruf (c). Sedangkan ayat-ayat
hukum tentang wasiat wajibah telah
dinasakh oleh ayat-ayat mawaris maupun
oleh hadis Nabi SAW. Berdasarkan
pertimbangan ini PA Makassar
menetapkan untuk tidak memberikan hak
waris kepada ahli waris non muslim.
Pendapat ibn Hazm mengatakan
wasiat itu hukumnya wajib terutama untuk
kaum kerabat yang terhalang untuk
mendapatkan warisan. Berawal dari
pemikiran ibn Hazm, maka muncul wasiat
wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaanya
tidak dipengaruhi atau tidak tergantung
kepada kemauan atau kehendak si
pewasiat, akan tetapi penguasa atau hakim
sebagai aparat negara mempunyai
wewenang untuk memaksa atau
memberikan putusan wasiat wajibah
kepada kaum kerabat tertentu. Hal itu telah
dilakukan oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia selain dari Putusan No.
16K/Ag/2010 juga ditemukan dalam
perkara No. 51.K/AG.1999. Wasiat
wajibah yang diberikan Mahkamah Agung
tersebut adalah untuk saudara kandung non
muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam
Kompilasi Hukum Islam dianalogikan
kepada anak angkat dan orang tua angkat.
Sedangkan perbedaan agama tetap
merupakan salah satu penghalang untuk
dapat saling mewarisi. Mahkamah Agung
memberikan wasiat wajibah kepada ahli
waris non muslim berdasarkan pemahaman
Al-Quran surah Al-Baqarah /2:180.,














Diwajibkan atas kamu, apabila
seorang diantara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia
meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat untuk ibu-bapak dan
karib kerabatnya secara makruf, (ini
adalah) kewajiban atas orang-orang
yang bertakwa”46.
Pertimbangan lainnya mengenai
hukum waris ini, yaitu untuk menjaga
keutuhan keluarga dan mengakomodir
adanya realitas sosial masyarakat
Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari
berbagai etnis dan keyakinan. Serta
kemaslahatan untuk memenuhi rasa
keadilan. Pemberian wasiat wajibah
kepada suami/istri atau anak dan orang tua
serta saudara kandung non muslim ini telah
memberikan sumbangan yang baru dalam
pembaharuan hukum Islam di Indonesia,
46 Lihat Alquran, Surat Al-Baqarah ayat 180
tapi bersifat terbatas. Artinya, ahli waris
non muslim tetap sebagai orang yang
terhalang untuk mendapatkan bagian dari
harta peninggalan suami/istri atau anak dan
orang tua serta saudara kandungnya yang
muslim. Upaya ini sebagai langkah positif
bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan
diskriminatif terhadap pemeluk agama
yang lain, tapi hukum Islam dapat
memberikan perlindungan dan rasa
keadilan kepada non muslim47.
Selain daripada itu, wasiat wajibah
dapat diberikan dengan tidak mengurangi
hak semestinya yang akan diterima oleh
ahli waris. ahli non muslim adalah ahli
waris yang karena sebab tertentu menjadi
terhalang untuk mendapatkan  haknya.
Pada dasarnya mereka ini mempunyai
bagian tertentu yang tidak merugikan ahli
waris lainnya, yaitu bagian yang sesuai
dengan hubungannya dengan pewaris.
Dengan demikian proporsi yang
semestinya diterima oleh ahli waris non
muslim dengan jalan kewarisan, namun
karena terhalang , maka proporsi tersebut
dapat diterimanya dengan jalan wasiat
wajibah sejumlah yang sama dengan
pembagian mereka seandainya mereka
tidak terhalang48.
47 http://blog.umy.ac.id, 2011,  diakses tanggal
5 Oktober 2015
48Nurman Syarif, 2010, Pembagian Hak Waris
Terhadap Ahli Waris Non muslim Melalui Lembaga
Wasiat Wajibah (Perspektif Maslahat), Jurnal
Mimbar Hukum & Peradilan Edisi No.72,2010,
Diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum
Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Jakarta,
hlm. 135
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Keberadaan lembaga wasiat
wajibah dalam praktik hukum di Indonesia
adalah dikarenakan adanya perubahan
sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh
karena itu, negara merasa perlu
memasukkan ketentuan wasiat wajibah
dalam suatu aturan hukum karena suatu
kebutuhan yang menghendaki keadilan
bagi masyarakat terkhusus bagi ahli waris
non muslim. Hal ini sebagai bentuk
penerobosan hukum  seperti halnya dasar
pertimbangan Mahkamah Agung Putusan
No. 16K/AG/2010 yaitu lebih
mengedepankan rasa keadilan dan
kemanfaatan (maslahat).  Maksudnya
bahwa keberadaan atau hadirnya wasiat
wajibah dikarenakan  atas akibat terjadinya
perubahan sosial dalam masyarakat dewasa
ini.
Wasiat wajibah bagi kewarisan non
muslim adalah hasil kreatifitas hakim yang
pada pelaksanaannya masih menimbulkan
pertentangan antara yang setuju dan
menolak. konsekwensinya bahwa suatu
putusan hakim tentang wasiat wajibah
sangat terbuka untuk dikritik oleh karena
suatu kritik atas pengakuan kebenaran
yang sifatnya subjektif adalah wajar.
Berdasarkan pandangan tersebut
dapat dipahami bahwa  pemberian bagian
harta warisan melalui wasiat wajibah
kepada ahli waris non muslim adalah
sebagai bentuk penerobosan hukum atas
kehilangan bagian hak waris dari mereka
yang berlainan agama tersebut. Dasar
pemberian tersebut adalah kemaslahatan
umum  atau segala sesuatu yang
mengandung manfaat yang lebih besar
dibanding mudaratnya. Di samping itu
hukum waris dan lembaga wasiat adalah
lembaga berbeda, walaupun memiliki
hubungan sangat erat karena objeknya
sama yaitu  harta peninggalan dari pewaris.
Relevansi wasiat wajibah terhadap
realitas kontemporer adalah sangat relevan
dan perlu mendapat perhatian khusus
dalam sistem hukum Indonesia, terutama
pada ahli waris yang seharusnya mendapat
bagian dari pewaris  terhalang disebabkan
karena perbedaan agama atau non muslim.
Ini bisa terjadi mengingat masyarakat
bangsa Indonesia yang sangat beragam,
baik suku, ras maupun agama, tentu dalam
hubungan pergaulan masyarakat yang
semakin berkembang  tidak menutup
kemungkinan dari fenomena  tersebut
ditemukan masyarakat melakukan
hubungan perkawinan tanpa memandang
status dan agama masing-masing. Akibat
perbuatan tersebut adalah sudah tentu
menimbulkan peristiwa hukum  baru, baik
hukum agama (Islam) maupun hukum
negara  tidak ditemukan dasar hukumnya.
Oleh karena itu, dengan adanya
wasiat wajibah sebagai bentuk
perkembangan dalam ilmu hukum untuk
menjawab realitas kontemporer dengan
pertimbangan menghargai hak-hak setiap
masyarakat yang sudah terlanjur melalukan
perkawinan beda agama (non muslim),
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akan tetapi perlu dipertegas bahwa dengan
adanya wasiat wajibah bukan berarti  ke
depan masyarakat tersebut dibenarkan
terjadinya perkawinan beda agama atau
non muslim karena dalam UU No. 1 Tahun
1974 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa
“Perkawinan adalah  sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”.
Maksud dari pasal tersebut adalah tidak
ada perkawinan di luar hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu,
sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
Artinya selamanya tidak memungkinkan
terjadinya bentuk perkawinan yang
berbeda agama atau non muslim.
Pemerintah dan ulama harus
berupaya untuk mendukung berlakunya
wasiat wajibah dalam menjawab realitas
kontemporer terhadap perkawinan non
muslim yang sudah terlanjur terjadi dengan
pertimbangan  demi terciptanya
kemaslahatan dan kedamaian, khususnya
dalam sebuah keluarga, sesuai dengan
ungkapan “kebijakan seorang pemimpin
terhadap rakyatnya harus berorientasi
kepada kemaslahatannya”49. Akan tetapi,
selain mengakomodasi perubahan hukum
yang terjadi dengan realitas perkembangan
kontemporer mengenai wasiat wajibah,
maka perlu juga diperketat terjadinya suatu
perkawinan beda agama (non muslim)
dengan menjaga asas kehati-hatian.
49 http://blog.umy.ac.id, 2011,  diakses tanggal
5 Oktober 2015
Penutup
Putusan Mahkamah Agung telah
memberikan gambaran bahwa secara
mutlak hukum Islam harus terus berubah
manakala ia memuat prinsip-prinsip yang
mengakomodasi perubahan dan ada hukum
darurat (Rule of Necessity) dan perlu
menampung kebutuhan-kebutuhan
masyarakat yang berkembang. Dengan
demikian hukum Islam memiliki kepastian
yang mengagumkan untuk berdamai
dengan perubahan melalui para juris
(Faqih) yang telah menggunakan
kemampuannya secara maksimal untuk
memahami hukum (fikih), sehingga tujuan
hukum yang tertinggi dalam Islam adalah
keadilan.
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